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P uji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S\V1', Tuhan Yang Maha 
Esa karcna atas rahmat dan karunia-Nva, sehingga pcnyusunan dan 
pcnyajian buku Akuntabilitas Pclaksanaan Program Keluarga 

Harapan Komponen Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Disabilitas 
Bcrat) di Indonesia olch Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
(PKAKN) Badan Kcahlian Sckrctariat jenderal DPR RI sebagai suppothng 

ystem dapat terselesaikan. Kajian mi disusun bertujuan untuk mcmperkuat 
pengawasan DPR RI atas pcnggunaan keuangan negara, khususnya angg ran 
bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

Kajian mi berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan 
pemberian bantuan sosial (bansos) PKH serta basil diskusi dengan berbagai 
narasumber yang memiliki kompctensi di bidang kesejahteraan sosial 
khususnya terkait bantuan sosial P1<11. 

Dalam kajian mi diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara 
lain: 1) Pada tahun 2017 dan 2018, tidak scluruh pcnerima bantuan 
komponcn kcscjahteraan sosial lanjut usia yang tercatat dalarn Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) PKH dapat dibcrikan bantuan scsuai indeks 
sebcsar Rp2.000.000,00/tahun, akibatnya terdapat perbedaan data yang 
signifikan antara jumlah penerima bantuan tercatat dengan data bayar 
bantuan komponen kesejahteraan sosial lansia; 2) Data peserta P1<11 Lansia 
maupun Disabilitas Berat pengalihan program ASLLTT dan ASPDB tidak 
tercantum dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) karena tidak 
dilakukan validasi dan verifikasi data yang ada dengan basis data pada 
aplikasi SIKS serta adanra perbedaan konsep antara PKH yang 
mcnggunakan pendekatan keluarga dengan ASLUT dan ASPDB yang 
menggunakan pendekatan perseorangan; 3) Terjadinya penangguhan 
penvaluran bantuan sosial PKH Lansia dan Disabilitas Berat pengalihan 
program ASLUT dan ASPDB akibat proses verifikasi dan pemutakhiran 
data yang masih ber1angsun 4 Adanya perbcdaan konsep dan pendamping 
program untuk Lansia dan Disabilitas Berat antara PKI-i dengan ASLUT 
dan ASPDB; dan 5) Bantuan sosial PKH belum mencakup masyarakat 

Pjisa/ Kajian AKN 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Para ahli demografi menyatakan bahwa suatu negara mengalarni penuaan 
penduduk ketika proporsi penduduk yang berusia lanjut dari negara tersebut 
rncngalarni peningkatan. 1  Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1998 tentang 
Lanjut Usia, pengerrian penduduk bcrusia lanjut sendini adalab mereka yang 
telah rncncapai usia lebih dari 60 tahun. Pada tahun 2019, persentase 
penduduk lansia di Indonesia mencapai 9,60 persen (25,64 )uta 1ansia atau 
rneningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 1971 yang hanya 4,5 persen dan 
seluruh pcnduduk (BPS, 2019). Bahkan BPS memproycksikan persenrase 
penduduk lansia di Indonesia hisa rnencapai 20 persen (63,31 juta 1ansia) dan 
total populasi pada tahun 2045. Dengan kondisi tersebut, Indonesia 
diperkirakan akan mengalami e/deiy population boom dalam beberapa tahun ke 
depan. 

Grafik 1. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia, 2010-2019 
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Pada tahun 2019, rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk 
produktif mencapai 15,01. Artinya, setiap 100 orang pcnduduk usia 
produkof harus mcnanggung 15 orang penduduk lansia. Rasio tersebut akan 
terus meningkat seining dengan peningkatan jumlah lansia jika udak 

1 Ortniin, 2014 dalam l-lcrvanah. 2015 . 	 'ii Popii/i/iiin dim !Io,ms ])elmi1aJ1 kedita I)! 
Jm/one.ca. Popuiasi \'olumc 23 Nornor 2 2015, him. 3. 
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Schingga keberhasilan upaya persiapan tersebut akan sangat berdampak 
pada seberapa besar bcban yang harus ditanggung penduduk usia produkf 
terhadap penduduk non produkf termasuk di dalamnya pcnduduk lansia 
maupun disabilitas berat. Ketidakmarnpuan kelompok usia produktif dalam 
menanggung beban tersebut akan rnempengaruhi daya beli wang dalam 
jangka panjang akan berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat. 
Oleb karena itu, uraian di atas dapat mcrnberikan gambaran mengenai 
tantangan wang akan dihadapi Indonesia kc depan terkait pergeseran strukrur 
usia penduduk maupun keberadaan penyandang disabthtas dan sejauh mana 
negara hadir dalam men jamin terpenuhinya hak para lansia dan penyandang 
disabilitas tersebut sehingga dapat menganalisis peluang dan hambatan 
dalarn rangka mempersiapkan rnenghadapi tantangan di masa mendatang. 

1.2. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar bclakang di atas, maka fokus permasalahan dalam kajian 
mi adalah: "Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan (PKFI) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan 
Disabilitas Berat) di Indonesia?" 

1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian 

Kajian mi bertujuan untuk mcngetahui gambaran secara menyeluruh 
mengenai akuntabilitas pclaksanaan bantuan sosial Program Keluarga 
Harapan (P1(H) khususnya pada komponen Kcscjahtcraan Sosial Lanjut 
Usia dan Disabilitas Berat; memetakan dan mengeksplorasi berbagai 
permasalahan terkait bantuan sosial PKFI Komponen Kcscjahrcraan Lanjut 
Usia dan Disabilitas Berat; dan menyajikan berbagai langkah perbaikan dan 
pcnyelesaian dalam meningkatkan akuntabifitas pelaksanaan bantuan sosia.1 
P1(1- i khususnya pada komponen Lanjut Usia dan Disabilitas Berat untuk 
saat mi dan di masa yang akan datang. 

Kajian mi diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dan scmua pihak 
yang berkepentingan, terutama Anggota DPR RI, Kcmenterian/Lcmbaga 
tcrkait dan Pemerintah dalam mendorong perbaikan pelaksanaan bantuan 
sosial PKH khususnya pada komponen Lanjut Usia dan Disabilitas Berat, 
schingga tuj uan darl digulirkannya bantuan sosial mi dapat terwuj ud dengan 
baik. 
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mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, anggaran PKH 
hanya dialokasikan sebesar Rp388 juta dan disaJurkan kepada 508.000 KPM. 
Kemudian pada tahun 2018, besaran anggaran P1<1-I mencapai Rp17,5 triliun 
yang disalurkan kepada 10 juta KPM di 34 provinsi. Kemudian di tahun 2019 
anggaran untuk PKH meningkat signifikan hingga mencapai Rp34,4 triliun 
dcngan jumlah sasaran KPM yang sarna seperti tahun sebelumnva. 

Grafik 2. Perkembangan Anggaran dan Keluarga Penerima Manfaat 
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Pada tahun 2020, Pcrncrintah berkornitrnen untuk melanjutkan program 
PKH dengan beberapa pcnyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu 
menjadi Rp29,13 triliun atau menurun dan tahun sebelumnya, bantuan 
reguler serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan 
untuk komponen kesehatan menjadi Rp3.000.000,00 dari tahun 2019 
sebesar Rp2.400.000,00. 

Besaran bantuan yang diterima oleh scuap KPM dapat menjadi berbeda 
setiap tahunnya dikarenakan adanva perubahan dan perkembangan 
kebijakan PKH, sebagai contoh kebijakan indeks bantuanf/aI yaitu besaran 
bantuan untuk setiap keluarga sarna dengan keluarga lainnva tanpa melihat 
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dengan nilai bantuan sebesar Rp2.000.000/KPM/tahun. Pada tahun 2019, 
bantuan kembali diberikan scsuai dengan kondisionalitas KPM-PKH 
(mdeks variasi/non-flv) ditambah dengan bantuan tetap untuk PKH Akses 
(wilayab sulit terjangkau) sebesar Rpi.000.000/KPM/tahun dengan total 
nilai bantuan berkisar antara Rpl,45 juta-Rp10,6 juta per KPM/tahun. 

2.2. Komponen Kesejahteraan Sosial dalam Program Keluarga 
Harapan (PM-I) 

Komponen kcscjahteran sosial pada PKH pertama kali ditambahkan pada 
tahun 2016. New Initiative PKH 2016 diwujudkan dengan menyediakan 
komponen bantuan kepada anggota keluarga PKH yang menyandang 
disabifitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun ke atas. Penyandang 
disabilitas dalam komponen kesejahteraan sosial sendiri adalah mereka yang 
memiliki kctcrbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka 
waktu lama kcdisabilitasannya sudah ticlak dapat direhabiitasi, tidak dapat 
melakukan aktivitas kchidupannya sehari-hari dan /atau sepanjang hidupnya 
bergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu mcnghidupi 
diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam 
masyarakat berdasarkan kcsetaraan dengan lainnya 4 . 

Pcnluasan komponen PKJ--1 tersebut bertujuan untuk mengurangi beban 
pcngcluaran keluarga PKI-1 yang mengampu lansia maupun disabilitas berat 
sehingga keluarga terscbut dapat mcngalihkan biava pernenuhan kebutuhan 
mcrcka ke konsumsi yang lcbih produkuf atau minimal mempertahankan 
tingkat konsumsinya. Dcngan perspektif bat-u mi, maka barituan PKH tidak 
hana fokus pada komponen kesehatan dan pendidikan saja namun juga 
mencakup komponcn kesejahtcraan sosial berupa dana untuk pemeiharaan 
pendapatan (income maintenance) 5 . 

Sejak tahun 2016 hingga saat mi, PKH Komponen Kesejahteraan Sosial 
mcngalarni perubahan dalam beberapa hal dikarenakan adanya perubahan 
PKH secara umum. Perubahan tersebut disajikan dalam tabel 2 berikut mi: 

Kcintnwrian Sonal, 2016. Pe2omr,,i Pe/iksam,a,, P1<1-I '1 ,hm, 2016. akarra: Keniensos RI, 
him. 16& 18 

Dirckrorar)cndcral Pri -linduagan Jan Jarninan Sosial, 2016. KhiJakan Pe/tzkmmam P,vp;mi 
Ke/mnpi I Imsipim (P1<!!). akarta: Kemensos RI 
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3.2 33.0 18 
3.179.716 

2017 	 2018 	 2019 	 2020 

1.174.727 
1.094.915 

dibatasi hanya untuk sam lansia maupun satu penyandang disabifitas berat 
dalam satu keluarga. 

Berbagai perubahan kebijakan PKH komponen kesejahteraan sosial tersebut 
turut bcrpcngaruh terhadap jumlah penerima bansos PKH komponen lansia 
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 3 berikut: 

(jratlk 3. 1erkembangan i'enerima PM-I Icomponen Lansia 

Jumlah Komponen Lansia 	• Data Bayar Lansia 
Sunbct: I':enuiiterian So ml (2( )2( ) 

Pada tahun 2017 dan 2018, atas jumlah penerima bantuan komponen 
kesejahteraan sosial lansia yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajcmen 
(SIM) PKH, ridak seluruhnya dapat diberikan bantuan sesuai indeks Lansia 
sebesar Rp2.000.000,00/tahun scbingga sisanya dibayarkan dengan indeks 
bantuan reguler Rpl.890.000,00/tahun. Akibatnya, terdapat perhedaan data 
yang signifikan antara jumlah penerima bantuan tercatat dcngan data bayar 
bantuan komponen kcscjahteraan sosial lansia. 

Pada tahun 2018, diketahui terdapat pengalihan program Asistensi Sosial 
Pcnyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia 
Terlantar (ASLLJT) rang diintegrasikan dcngan PKH khususnya di 
komponen kcsejahtcraan sosial. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya 
sejumlab kcterbatasan program ASPDB maupun ASLUTdari segi cakupan 
peserta dan anaran yang sciama bertahun-tabun tidak menunjukkan 
perkembangan sehingga dengan pengalihan terscbut diharapkan dapat 

Pi,sal Kajan /1KJ\ 	I 9 



perimdungi sosial yang diberikan kepada kalangan masyarakat miskin yang 
berpotensi mengalami kerawanan sosial dan dalam hal mi masih memiliki 
keluarga yang mengurus penduduk lanjut usia maupun penyandang 
disabilitas tcrscbut. Pcrbedaan konsep inilah yang kemudian menjadi 
permasalahan pada saat penyaluran dana bantuan sosial. Akibat dari berbagai 
permasalahan yang diuraikan di atas, maka program ASPDB dan ASLUT 
dikembalikan kembali ke program asalnya di tahun 2019. 

Pada tahun 2019, peningkatan jumlah penerima lansia yang terdaftar di PKH 
mencapai 3,2 juta penerima yang diantaranya discbabkan perubahan batas 
usia lansia dalam komponen kesejahteraan lanjut usia. Akibatnya, alokasi 
anggaran P1(1-I banyak dialokasikan ke komponen tersebut, sedangkan pada 
awalnya PKH difokuskan pada aspek kesehatan dan pendidikan sehingga 
kemudian dilakukan penycsuaian kembali agar alokasi anggaran PKH ke 
komponen lansia tidak mengganggu alokasi ke komponen lainnya. 

Pada tahun 2020, dilakukan pcnyesuaian pada komponen kesejahtcraan 
sosial lansia dimana kebijakan yang mengatur usia minimal lansia diubah dan 
60 tahun ke atas pada tahun 2019 diubah menjadi 70 tahun ke atas pada 
tahun 2020 serta terdapat pcmbatasan pencrima manfaat hanya saw lansia 
per keluarga. Oleh karena itu, terjadi penurunan yang signifikan untuk 
komponen lansia di tahun 2020 baik dari segi jumlah penerima maupun 
bcsaran bantuan sosial yang dialokasikan. Unruk perkembangan penerima 
PKH komponen disabilitas berat, lcbih lanjut digambarkan pada Grafik 4 
bcrikut: 

Grafik 4. Perkembangan Penerima PKH Komponen Disabilitas Berat 

'uinhci: kelncnrciRln Sosial ((i( I) 
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scperri risiko ekonomi dan kesehatan, terlebib pada lansia perempuan yang 
cenderung termarginalkan. 

Untuk memenuhi kebutuhannya, lansia memiliki sumber pcndapatan yang 
diantaranya dapat berasal dari basil kerja di hari tua, dukungan dari keluarga, 
dan perlmdungan sosial. Per/ama, sumber pendapatan lansia yang berasal dan 
basil kerja di hari tua. Umumnya, terdapat dua motivasi yang 
melatarbelakangi lansia untuk tetap bekcrja, yaitu kebutuhan ekonorni atau 
keinginan untuk tetap aktif di hari ma. Berdasarkan data BPS, persentase 
lansia bckerja di tahun 2019 mencapai 49,39% yang artinya satu dari dua 
lansia Indonesia rnasih bekerja, sisanya sebanyak 32,66% mengurus rumah 
tangga, sebanyak 17,62% lansia melakukan kegiatan lainnya, dan scbanyak 
0,33% merupakan pengangguran. Hal mi rnenunjukkan bahwa lansia yang 
terlihat aktif secara ekonomi masih cukup banvak, baik sebagai bentuk 
aktualisasi diri maupun karena desakan ekonomi. Dan jumlab lansia yang 
bekerja tersebut, sebanyak 56,51%  berada di pedesaan, sementara sisanya 
43,06% berada di perkotaan dimana sebagian besar (80,76%) dari lansia 
tcrscbut bcrpcnclidikan SD ke bawah dengan rata-rata lama sekolah lansia 
scbcsar 4,98 tahun atau setara dengan kclas 4 SD/sedcrajat. Scjalan dcngan 
tingkat pcndidikan yang rcndah tersebut, maka sebagian besar lansia 
(84,29%) bekerja pada sektor informal dan lapangan usaha lansia sebanyak 
52,86% didoniinasi sektor pertanian yang tidak mernerlukan kualifikasi 
tinggi dan keahlian yang spesifik. Sayangnya, sektor pertanian maupun 
informal merupakan jenis lapangan usaha dengan upah yang cenderung 
kedil, dan tidak adanya perlindungan ketenagakenjaan (Anker dkk, 2002). 
Keadaan mi berimbas pada perolehan upah yang tidak memadai dimana 
scbanyak 46,22% lansia memperoleh pendapatan kurang dan 
Rp1.000.000,00 per bulan. Kedua, adanya dukungan dari keluarga dapat 
meningkatkan kesejahteraan lansia. Namun ternyata masih ada 9,38% lansia 
di Indonesia tinggal scndiri sehingga tidak memiliki dukungan kcluarga 
untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ke/za, pendapatan yang 
diperoich dan program perlindungan sosial. Sistcm perlindungan soslal 
lansia yang ada saat mi lebih banyak rnenjangkau anggota masyarakat yang 
bekerja di scktor formal, baik mclalui asuransi sosial dengan 
kontnibusi/iuran maupun pensiun (TNP2K, 2018). Sedangkan sebagian 
besar lansia lainnya tidak terjangkau skema perlindungan sosial tenutama 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Disabilitas di Indonesia Tahun 2015 
(berdasarkan kelompok umur) 

r Kelompok 
Uniur 

(tahun) 
Populasi 

Disabilitas Sedang Disabilitas Berat 

Junilali 
Pendud uk 

0  
JuniIah 

Penduduk 
0/ 

0 

0 t.,111un 24.( 83.555 I .( 47.703 4,35' 3(6.918 1,27', 

7 - 8 tahun 38.230.392 622.108 1,63% 173.217 0,45' 

19 - 59 tahun 162.732.512 9.549.485 5,87% 1.449.725 0,89% 

> 60 tahun 21.609.716 9.888.281 45,76% 2.683.278 12,42% 

Total 246.656.175 21.107.577 8,56% 4.612.138 1,87% 
Sumber: SLTPAS 2015 dalarn TNP2K. 2018 

Scbagian besar penvandang disabilitas tersebut hidup dalam kondisi rentan, 
terbelakang, dan/atau rniskin yang disebabkan masih adanya pembatasan, 
hambatan, kcsulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang 
disabilitas. Berbagai macam tantangan maupun hambatan tcrscbut terjadi 
baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun hal lainnya. Berdasarkan kajian 
LPEM UI (2016) mengenai inklusifitas penyandang disabilitas di pasar 
tenaga kerja Indonesia, data Sakernas tahun 2016 menunjukkan bahwa dan 
segi pendidikan, sebanvak 45,74%  penyandang disabilitas tidak pernah/tidak 
lulus SD sedaiigkan non-penvandang disabilitas yang berpendidikan SD ke 
atas mcncapai 87,31%. Dan segi partisipasi penyandang disabilitas di pasar 
tenaga kerja, mcskipun pcmerintah telah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur kewajiban untuk 
mengakomodir pcnyandang disabilitas sebanyak 1% dari kesciuruban 
pekerja yang di.milikinya bagi perusahaan swasta dan 2% untuk sektor 
pemerintah dan BUMN, namun hal tersebut belum mampu 
mcngoptimalkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal di 
Indonesia. Tingkat inaktifitas penvandang disabifitas adalah scbcsar 
20,49°./o dan jaub lebih ting,gi lagi untuk penyandang disabilitas berat yaitu 
sebesar 57,47%.  NIIai tersebut jauh lebib tinggi dibandingkan non-
penyandang disabilitas yang hanva sebesar 1,73°/s. Sebanyak 65,54% pekerja 
penvandang disabilitas bekerja di sektor informal dan persentase yang lcbih 

lnaktifiras adalali kondisi dimana sescorang yang tidak masuk kc pasar keija tidak 
Iriein1tnyai akri Ora s srhagai nienjadi ibu rumah tangga niauprin sek diih. 
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dengan disabiliras hesat 

P1 	laspen dan P! .sabri - - 

lidak memiliki akscs 435.766 orang dcngan 

rerha(ap pcilindungan sosial disabiliras berar yang  
bc!um tercakup 

IIflI)ci: I N ll., .1119 (dlolab) 

2.4. Skema Perlindungan Sosial bagi Lansia dan Disabilitas 

Sciring dengati mcnurunnya produktivitas penduduk lanjut usia dan kondisi 
penyandang disabilitas yang mcnghadapi keterbatasan baik dan aspek 
ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan 
mcngakibatkan penduduk lansia dan disabilitas tersebut rentan untuk jatuh 
dalam kemishnan dibandingkan dengan penduduk lainnya. Kondisi tersebut 
dihadapkan dengan jumlah lansia dan penyandang disabthtas yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun schingra diperlukan perhatian lebth dan 
Pernerintah untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang dapat 
menjangkau lebih banyak lansia maupun pcnvandang disabilitas dikarenakan 
masih terbatasnya cakupan perlindungan sosial bagi mercka pada saat mi. 

Salah satu bentuk perhatian pemcrintah tcrhadap lansia maupun penyandang 
disabilitas saat mi diwujudkan dalam kebijakan penlindungan sosial untuk 
lansia dan penyandang disabilitas, balk mclalui rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, maupun bantuan sosial. Namun, data TNP2K menunjukan bahwa 
sckitar 85% penduduk lansia di Indonesia tidak memiliki jaminan 
pendapatan sedangkan sistem perlindungan sosial yang ada saat mi lebih 
banyak men jangkau anggota masyarakat yang lebih mampu di sektor formal 
misainva mclalui asuransi sosial dengan kontnibusi/iuran maupun pensiun 
PNS. Untuk penyandang disabilitas, TNP2K juga mengungkap bahwa pada 
tahun 2017, scbanyak 94 ,5% dari penyandang disabilitas berat tidak 
mendapatkan manfaat dari program perlindungan sosial balk dengan skema 
kontribusi maupun non kontribusi. 

Saat mi, perlindungan sosial non kontribusi bagi penyandang disabilitas berat 
dan lansia secara khusus terdapat pada PKH Komponen Kesejahteraan 
Sosial, ASPDB, dan ASLU1. Pada tahun 2006, pemerintah rnelalui 
Kemcntcrian Sosial telah meluncurkan program jaminan Sosial Lanjut Usia 
(JSLU) di 29 provinsi, dan program Pemberian Bantuan Dana Jaminan 
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maka kebadiran perlinclungan sosial non kontribusi (bantuan sosia1 menjadi 
sangat dibutuhkan. Bantuan sosial tersebut diarahkan pada penangguIangan 
risiko dan kerentanan baik yang bersumber dari internal seperti kerentanan 
yang berkaitan dengan sikius hidup dan bersifat permanen, maupun 
kerentanan cksternal yang dapat disebabkan olch bencana alam, guncangan 
ekonomi, guncangan sosial, maupun wabah penyakit. 

Dalam kasus krisis kesehatan akibat wabah penyakit misalnya, dampak yang 
muncul dari risiko tersebut tidak hanya berdampak pada timbulnya biaya 
kesehatan yang lcbih tinggi, namun pada tingkat yang lcbih serius yaitu 
tcrjadinya perlambatan ekonomi. Dalam kondisi seperti mi, bantuan sosial 
termasuk P1(1-I menjadi hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang 
rentan terdampak risiko agar dapat mempertahankan kehidupannya. Oleh 
karena itu, yang menjadi tantangan saat mi adalab menjawab seberapa efektif 
program perlindungan sosial yang ada dapat meminimalisir dampak dan 
berbagai goncangan/nisiko tersebut yang antara lain berkaitan dengan 
seberapa besar program jaminan sosial yang ada dapat mcncakup masyarakat 
miskin dan rentan miskin, dan besaran bantuan yang ditenima dapat 
membenikan man faat lebih kepada masyarakat ters ebut. 
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Selai n Ito, l't'nteintah niclal in l'e'ratiir;ui l'cog'ganti (todangl. 'odang (lippo) Nonior I 

laliiio 9020 tintang l\chi1llhan l\cUaflgiifl Ncgaia clan Stahilittis Sistein h€'uaiigan iiiitiik 

l'cnaogaoan I'aodenii ('olona \Tjiiis Discast ,  9019 (('told- in) dan./ atati l)alaiii Fangka 

\lcngliailapi ,(tI1iiti1 Saul.) I\lc'mI aliayahaui lk'ic'liononiian Nasiotial dan ./atau Stahilitas 

Sistc'ni hciiiiuigan, ving salah satnn\a iiicuiitolciishaii pacla pengliatan jilting pengainaii sosial 

telali incnilioat hcl)cl'apa lcl,ijahan, antara lain: I) Melalitilcan rgcscraul anggarao 

antarirn it orgaulisasi, antartnngsi, (an/atan antillplo rloli; 2) ik'incrintali I )aciali di lorikan 

Iscw cilangan ulauk nie'lakulcan pengIttilniaan a'liggiiuiaan alohasi anggaran tiiitnk lcgiatan 

Icitcuitti rctoc'iissiuig), peroliahan alcihasi, dan s'nggIlnaati .\ PRI ); 1) l'enggnnaan I )ana 

l)csi Vauig iii itaniakan oitara lain lint uk Etantilan langsilng tiuiai untiik pcndndnh iiiishin 

di de'sa dan lic'giatan penanganan pandcmi ('ovid in; i) 1 ntok daerah yang dilanda inauptin 

Viluig he! 11111 dilitnilit paiidenii (ovid it) dapat n)e'uiggiiiiallan schagino atu sri iiriili Ealauija 

iifrastiohtin sclicili - 25% daii DTU ontiih I)ellangaiian pandciuii (ovid it), haili untiik 

st'ktor kcscliataui uiianjinn iinttih janug peIigauiiaui sisial (social safety lilt) dalain lictitcik 

pcnveditati logistik hescrtii pendistrilnisian iiya dan/atao hclanja lain sang I>crsifat 

uiicndcsal rang dite'tapkan l'enierintali. 

l)engan hehijahaut dahtin Piujipti teise'lwt 	lXtilciillttLll tiie'uiiutiishaii uiie'iiainhiili total 

tiiinhaliiui h&'laiija daui vuithiiyiao AIRN  'l'aliiin 9120 untilk peniulgaunln (( )Vl I)- 19 

se'hcsar Uji iOul tiiiiin. lottil anggaiall tcrsc'l>iit, itiasing-niasing lilian dialohitsikan nuitok 

he'llLuiill liiclang ke'srhataii sclicsar RI)T5 tiilitln, pcilindiingaui sosial se'lie'sar Rp 1 1(1 trilitin, 

dan inscntil pc'ipiiiahtui daui .tiuniilus lrcdit t salia Rakyat se'he'sar 1?1)70, I tiiliiin, s('rta 

StE)t'Siui I'l) 15(1 tiilttiui tititiil JiCI1ll)ityal.tIi I)! i)iiilli l)ciIiiilillaiI choin>tiii uiasi)iIilii, tltiiill.Silk 

icStIitl(tiiiisasi 11ieIlit stita penjalninaul dui licIiIlnaYilan dnnia tisalia, hhosusnva 1.\lhM. 

1)an juntlali schesar Rp I 1(1 tiiliun cintuk pci'lnidiingan iosial, akaui ilialokasikati dalaun 

hirhaga; skeuna rang telah ada scperci Phi I, hantiian scinhako, BPJS hrtiuuagalccrjani dan 

Iaiuiuiva t's'!aiii itli, rencalialiva hc'pada se'liaulvall 211:1 tIta alean disal oihaui iloitliaui s)>sial 

tellipol"er didalil lie'ntiih l3auitiian I.angstoig Juntn (1311) rang teidiri daii 10% kelonipok 

rnisvarakai chouionii t&lOhlSl(i i ( 11111 kt'padi inasvaiakat siLuig tirdaitipak agar uncicha dapat 

lItelilinIlIli liehotoluiui polit>k seliin;i pencrilp"In physical distauicnig diui social distancing 

iinttili naiigiiiaiigi iesilii tcipiipai (.'O\'ll)- in rang Ichili niliias 

i'iiiinui, viluig itiasih nienjadi tauitangiiui diii wograu1i Phi I elalani niciighada1ii heuicauia 

si ahali (mi I-it) liii adalali dan se'gi clIkIlpallIlVa sang hehini opti nal Phi F heluill optiluial 

iinninghau scicuoli iuiasyarakat rang neuitan vaito unereka vauig hcn;nla 1)1% e'knuiouiii 

tiliaw all silnuigga nicielca sang tielak tcrjauighan oich hansos PhIl penn iiuitok 

nicuielajiatkauu pciliiidnuigaii ScIsial iliilitili heiitiik laiuu 1 iitnk itti. hcnientenian henauigni 

hinsania elcuigaui Holicilteliall Sosial seeking hcropava nicuighaji posisi \l>RN cintuh 

nii'nanil,ali hauisos P1(1 I. scrta shrutia spa yang paling irpat, apalsali dengnil nicnaniiali 

cahupan atail uiienamljah nilai hauituaui PhIl. 

Sulliber: Perpu No, 1 Tahun 'bib; PubIih- as'i Kemensos.goid; dan Kemenkeu.go.id  
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a. Melalui bantuan sosial yang diberikan kepada lansia maupun 
penyandang disabilitas berat, maka keluarga tcrsebut dapat berinvestasi 
lebib banyak untuk anak-anak mereka baik dalam bidang pendidikan 
maupun kesehatan schingga akan mcnghasilkan angkatan kerja masa 
depan yang lcbih sehat dan produktif; 

13. Penyaluran bantuan tersebut akan menurunkan bcban yang ditanggung 
keluarga dengan lansia maupun pcnyandang disabilitas berat sebingga 
dapat mcningkatkan kapasitas belanja, dan menciptakan pasar hagi para 
wirausahawan di tingkat lokal yang diharapkan dapat membentuk 
lapangan kcrja dan berkontribusi pada pertumbuhan ckonomi; 

c. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar mi akan meningkatkan 
pendapatan pajak, yang pada akhirnya akan dapat mcmbiayai alokasi 
anggaran untuk perlindungan sosial di masa depan, dan menciptakan 
Iingkaran positif yang memastikan terbiksananya suatu sistcm 
pedindungan sosial bagi penduduk lansia yang sesuai bagi negara 
berpendapatan rnencngah; 

BOKS 	Negara yang Beralih Mengembarigkan Sistem Perlindungan 

Sosial Meuggunakan Pendekatan Life-Crcle/Siklushidup 

\egara yang s&iaItiiiiiiya I)cIu1)a\'a 	LIIgalt(>)i StraFtt?i s&1)(tti 1'II [ di 

Il)(lifliesia (!(IItJl 	II(]I 1St!Ikafl JMa)Ii(Ith iaflia sIta aiivan&Iang (hsa})iIitas 

Sc] agai I cgiaI cicri l'rngrarii Iaiitiii Rcr vira t'('(I' trial 	irtiguhali stiatrgi 

clan 	lri-]il I 	111c] geil,agIai 	sistil j)rrli(lIt)gal 	5(5!] 	angginaia 

(IlIrIctin /?/-Y(//SiIcI115hid1l!) 
I. 	\ltxeu 	s&l,rltl1flV( 	IRrupava 	I1(flhlIII(1(Ig 	I'misia 	111clalkli I'i,i•iin 

((iii s€t&itth h(h(Ia])L 	rallim strata bertallap 

Iit([gcIiliiigI(I( pci (till 	(It) 'iii 	)rflSi)11i 	(((IlL llrlVI - Iuiii 	iccitt_lit 

1.usia. Saw iii tilali I(lst situ kngai piiiiali prirritia I'rrgrnc 
()Jsulunu/ a/c. 

2. 	11III(I)r, secara l>&itahi I.U/(() de 1).ctiiy,!lI !(eifl4lfl() 	I1 )l I) Icrithali 

iiiiclì ((I till)! )(rtiill I. sat filimpull l)ihluI. I'tiriiiiia lalluat 

littilic lutist clan Icriulpuic l)itaisi rang (l])istlllIcal) claii ((1 diurlias, 

iihiiii >iutiii ]5llSillll st'icuia l)il)ji!II shellla Viii.?, t(lIus!iI rh 

t;huadc>r. 

Sumber. TNP2K,017 
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adalah sejak tahun 2016, lanjut usia dan disabilitas berat masuk sebagai 
bagian dan komponcn kcsejahteraan dalam PKH. 

Komitmen perncnintah terhadap pend uduk lansia dan penyandang 
disabilitas bcrat salah satunya telah ditunjukkan perncrintah pada tahun 2006 
melalui program jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dan Pemberian Bantuan 
Dana Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat yang kemudian 
bcrkcmbangan menjadi program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar 
(ASLU1) dan Asistensi Sosial bagi Pcnyandang Disabilitas Berat (ASPDB). 
Namun dengan semakin bertambahnya populasi lansia, dan bclum 
optimalnya dukungan pcmerintah terhadap pcnyandang disabilitas berat, 
serta masth tingginya persentase lansia maupun penyandang disabilitas berat 
yang bclum tercakup dalam perlindungan sosial yang berkaitan dengan risiko 
ckonomi baik mclalui skcma kontribusi maupun non kontribusi 
mcngakibatkan perlunya pengembangan atas program perlindungan sosial 
bagi lansia dan penyandang disabilitas berat saat mi. 

Pada program ASPDB maupun ASLUT, balk dari segi anggaran maupun 
cakupan cenderung tidak mengalarni peningkatan yang signifikan dari tahun 
ke tahun. Olch karena itu, dilakukan pengalihan program ASPDB maupun 
ASLUT ke dalam PKH Komponcn Kcscjahtcraan Sosial Lansia dan 
Disabilitas Berat dirnana keberadaan PKH sebagal program nasional 
dibarapkan tidak ada kendala dari segi anggaran dan cakupan. Namun pada 
pclaksanaannya, terdapat sejumlah kendala akibat adanya perbedaan konsep 
mendasar antara PKH dengan ASLUT dan ASPDB antara lain berkaitan 
dengan pcndekatan yang digunakan, dan permasalahan pendampingan yang 
kemudian mcngakibatkan dikeluarkannya kembali program ASPDB dan 
ASLUT dari PKH. Selain program AS1DB dan ASLUT, di dalam PKH 
sendiri terdapat Komponen Kesejahteraan Sosial Lansia dan Disabilitas 
Berat. Namun keberadaan komponen Lansia dan Disabilitas Berat dalam 
PKH menimbulkan tantangan tersendini diantaranya tidak ada jaminan 
bahwa manfaat bantuan dinikmati/mcnjangkau anggota keluarga Lansia dan 
Disabilitas Berat dalam keluarga dimana pengurus keluarga mungkin akan 
memprioritaskan anggota keluarga lain, pemberian hansos kcpada lansia 
maupun disabthtas berat yang tercakup di dalam P1(1-I hanya akan 
menjangkau lansia maupun penyandang disabifitas yang masih memiliki 
keluarga sedangkan mereka yang bidup sendini dan masib sangat rentan 
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adanya perhatian lcbih terhadap perlindungai -i sosial bagi lansia dan 
penvandang disabilitas berat yang dapat berdampak pada pcningkatan 
cakupan maupun anggaran program disertai dengan pendataan yang valid. 
Berbagai kcbijakan tcrscbut dilaksanakan dcngan mempertimbangkan 
kapasitas fiskal Indonesia. 

3.2. Saran 

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disampaikan pada pembahasan di 
atas, maka Penulis memberikan bcbcrapa saran perbaikan atas pelaksanaan 
PKH: 

Lintuk melakukan pengembangan terhadap Sistem Jami.nan Sosial 
Nasional, maka diperlukan komitmen untuk memperbaiki sistem yang 
telah ada, salah satunya pada program perlindungan sosial bagi lansia dan 
penyandang disabilitas bcrat baik yang tercakup dalam program ASPDB, 
ASLUT, maupun PKH Komponen Kcscjahteraan Sosial Lansia dan 
Disabilitas Bcrat. Kornitmen perbaikan tersebut diantaranya dapat 
ddakukan oleh Kcmenterian Sosial dengan melaksanakan rekomendasi 
BPK RI untuk melakukan perbaikan baik dalam aspek pengendalian 
internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hal mi perlu 
mcnjadi prioritas perbaikan PKH maupun program ASPDB dan ASLUT 
agar permasalahan tersebut ridak menjadi permasalahan bcr.ulang; 

Basis data merupakan faktor yang krusial dalam menentukan efektifitas 
dan efisiensi anggaran yang dialokasikan pada program perlindungan 
sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas bcrat balk yang tercakup 
dalam program ASPDB, I\SLUT, maupun PKH Komponen 
Kesejahteraan Sosial Lansia dan Disabilitas Berat. Terlebih data tersebut 
bersifat dinamis, sehingga perlu adanya pcngcmbangan basis data yang 
berkelanjutan oleh Kcmensos. Hal mi didasarkan pada permasalahan di 
lapangan yang masih menemukan adanya penerima PKH yang tidak tepat 
sasaran. Pengembangan basis data yang didukung oleh teknologi yang 
mutakhir, ketersediaan SDM dan anggaran yang memadai merupakan 
suatu hal yang perlu diperkuat seirtng dengan anggaran dan cakupan 
pencrima yang semakin meningkat; 

Dalam jangka panjang, diharapkan Indonesia dapat mcmbangun suatu 
sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan inklusif. PI<H dapat 
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